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Abstrak

Penentuan tindak pidana dalam sebuah undang- undang pidana khusus menjadi
perhatian khusus bagi penulis, ini dikarenakan dalam realitanya banyak undang-
undang pidana khusus yang tidak mengatur pembedaan antara tindak pidana
kejahatan dan pelangaran seperti yang terjadi dalam UU No. 18 Tahun 2013
Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sedangkan dalam
KUHP yang saat ini menjadi induk peraturan pidana di Indonesia tetap
membedakan dua jenis tindak pidana tersebut sebagai ketentuan umumnya.
Walaupun pada dasarnya Undang- undang pidana khusus memiliki wewenang
untuk menyimpang dari aturan umum tersebut. Namun ketika sebuah undang-
undang pidana khusus yang tidak mengatur ketentuan umum mngenai suatu tindak
pidana makan ketentuan umum dalam KUHP dapat diberlakukan lantas bagaimana
jika undang- undang pidana khusus yang tidak mngatur pembedaan dua jenis
tindak pidana tersebut dapat menerapkan kembali ketentuan umum dalam KUHP
tentunya hal ini akan menimbulkan implikasi yuridis baik secara materil yang
berkaitan dengan KUHP dan secara formil yang berkaitan dengan KUHAP

Kata kunci: Tindak Pidana, Kejahatan, Pelanggaran, Implikasi Yuridis



Abstract

Determination of criminal acts in a special criminal law is of particular concern to
the author, this is because in reality many special criminal laws that do not
regulate the distinction between crime and violation as happened in Law No. 18 of
2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, while in the
Criminal Code which is currently the main criminal code in Indonesia, it still
distinguishes the two types of criminal acts as general provisions. Although
basically the special criminal law has the authority to deviate from these general
rules. However, when a special criminal law which does not regulate general
provisions concerning a crime to eat general provisions in the Criminal Code can
be applied then what if the special criminal law which does not regulate the two
types of crimes can reapply the general provisions in the Criminal Code, of course
this will cause materially good juridical implications relating to the Criminal Code
and formally relating to the Criminal Procedure Code.

Keywords: Crime, Crime, Violation, Juridical Implication
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